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ABSTRAK 
Rodhi Makmun, NIM 26.10.1.1.023, Strategi Komunikasi Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo dalam mensosialisasikan 
Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. 
Skripsi : Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan 
Dakwah IAIN Surakarta, 3 Juni 2017.  
Penelitian ini berawal dari adanya kebijakan Bupati Kabupaten Sukoharjo 
mengenai Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi dan 
langkah-langkah yang digunakan oleh pihak DLH Kabupaten Sukoharjo dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah kepada masyarakat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe 
penelitian ini menggunakan tipe deskripsi analisis, yang bertujuan untuk 
menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun responden yang diwawancarai adalah Bidang Penaatan Dan 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sukoharjo. 
Strategi komunikasi yang digunakan DLH Kabupaten Sukoharjo dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011  Tentang 
Pengelolaan Sampah yaitu dengan sosialisasi langsung ke pabrik atau industri di 
wilayah Kabupaten Sukoharjo dan untuk sosialisai ke masayarakat luas dengan 
menggunakan plangkat-plangkat, baleho dan spanduk. Adapun sasaran dalam 
sosialisasi yang dilakukan DLH adalah seluruh pabrik atau industri  yang ada di 
wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya, dan pada umumnya kepada seluruh 
element masyarakat. Dalam sosialiasi tersebut diharapkan pihak pabrik atau 
industri dan juga seluruh masyarakat Sukoharjo mengerti, memahami, dan 
mematuhi tentang adanya Undang-undang Perda Tentang Pengelolaan Sampah. 
Dilihat dari proses komunikasi primer, sosialisasi yang telah dilakukan oleh DLH 
Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan sosialisasi langsung ke pabrik-pabrik yang 
mengalami permasalahan dalam pengelolaan limbah dan juga sosialisasi ke 
sekolah-sekolah dengan melalui progam adiwiyata. Sedangkan dari proses 
komunikasi sekunder, sosialisasi yang telah dilakukan yaitu dengan memasang 
plangkat dan sepanduk yang berisikan terkait isi Perda dan juga himbauan untuk 
tidak membuang sampah sembarangan. 
 
 
Kata kunci: Strategi Komunikasi, DLH Kabupaten Sukoharjo, Sosialisasi, 
Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Strategi dalam sebuah lembaga atau perusahaan sangat diperlukan supaya 
langkah-langkah yang akan dilakukan demi kepentingan lembaga atau perusahaan 
lebih terarah dan mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Onong Uchjana 
Effendi (1981:84) dalam buku berjudul “Dimeni-dimensi Komuikasi” menyatakan 
bahwa: 
Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi 
(communication planning) dan manajemen (communication management) 
untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi 
komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara 
taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa 
berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. 
Strategi adalah suatu langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai 
tujuan dengan menggunakan kegiatan, pesan, dan media tertentu. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah badan khusus dalam sebuah lembaga atau perusahaan untuk 
menampung ide-ide yang dapat membantu menyusun strategi tersebut yaitu 
Humas. Soleh Soemirat dan Elvirano Ardianto (2005:12) dalam buku berjudul 
“Dasar-dasar Publik Relation” menyatakan bahwa: 
Peran humas sangat penting sekali, seperti yang dikatakan oleh JC. Seidel 
salah seorang pakar komunikasi yang juga menjabat sebagai direktur PR. 
Devision of Housing, State Of  New York bahwa : “Humas adalah proses 
yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill 
dan pengertian dari para pelanggannya, pengawalnya, dan publik pada 
umumnya kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan 
terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. 
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Humas timbul karena adanya tuntutan. Dalam suatu lembaga atau 
perusahaan humas mempunyai tujuan untuk membina hubungan baik terhadap 
semua pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, humas merupakan sesuatu yang 
penting pada waktu sekarang ini dan dibutuhkan oleh suatu lembaga atau 
perusahaan agar menciptakan citra positif dan dapat menguntungkan lembaga atau 
perusahaan tersebut jika ingin dikenal publik. Humas adalah suatu seni untuk 
menciptakan citra positif publik pada perusahaan yang lebih baik. 
Salah satu fungsi humas adalah mengiring pandangan publik terhadap 
lembaga atau perusahaan yang mewakilinya untuk memperoleh identitas dan citra 
organisasi yang lebih baik (corporate identity and good image). Hal ini didorong 
oleh seringnya lembaga atau perusahaan berhadapan dengan sorotan yang bernada 
negatif dari masyarakat serta tekanan liputan pihak media atau pers yang 
menyiarkan berita-berita kritikal tentang lembaga atau perusahaan namun tidak 
berdasarkan data yang aktual serta objektif.   
Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan adalah 444,666 
km
2
, terbagi menjadi 12 wilayah Kecamatan, berbatasan langsung dengan Kota 
Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, Propinsi DIY dan 
Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 
Klaten di sebelah barat dan Kabupaten Karangnyar di sebelah timur. Terdapat 
sungai Bengan Solo yang membelah wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi dua 
bagian, yaitu : bagian utara dengan kondisi secara umum berupa daratan rendah 
dan bergelombang, sedangkan bagian selatan berupa pegunungan dan daratan 
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tinggi. Sektor industri menjadi andalan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat dua 
industri besar di Kabupaten Sukoharjo, yaitu PT. Sritex yang merupakan 
perusahaan tekstil nasional yang sudah terkenal di luar negeri, yang menjadi salah 
satu kebanggaan Sukoharjo. Ada lagi industri besar lainnya, yaitu PT. Konimex 
Pharmaceutical Labratories, pabrik farmasi terutama untuk jenis produk obat 
bebas yang produknya sudah menembus pasaran luar seperti Kamboja, Vietnam 
dan Birma. Terdapat juga industri kecil daerah ini, berbagai produk kerajinan 
rakyat terus dikembangkan, misalnya kaca grapir yang merupakan industri 
kerajinan khas daerah Sukoharjo yang berkembang di Kecamatan Kartasura, 
Grogol, dan Baki. Ada juga industri rotan yang berkembang di Desa Trangsan, 
Kecamatan Gatak. Sektor perdagangan menjadi pilihan menarik masyarakat untuk 
mengatasi dampak krisis ekonomi setelah produksi pertanian terus menurun akibat 
hasil panen yang kurang baik. Sesungguhnya Sukoharjo unggul dilapangan usaha 
pertanian, namun Sukoharjo yang terus berkembang ke arah industrilisasi memang 
tidak bisa dicegah. Akibatnya banyak lahan persawahan penduduk yang harus 
berubah untuk kepentingan industri dan perumahan. 
(www.centralingua.com/2009/06/ profil-kabupatensukoharjo.html?m=1, Diakses 
pada tanggal 5 Fabruari 2017). 
Perkembangan pembangunan dari berbagai aspek di Kabupaten Sukoharjo 
tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya 
penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran baik desa ke kota dan antar daerah. 
Bertambahnya tenaga kerja tersebut akan terjadinya peningkatan jumlah 
penduduk. Tingkat sosial ekonomi di Kabupaten Sukoharjo meningkat pula dan 
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volume sampah akan juga ikut meningkat. Peningkatan jumlah penduduk, akan 
mempengaruhi perilaku atau gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. 
Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume sampah, jenis dan 
karakteristik sampah yang dihasilkan. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik 
akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya estetika bisa dilihat dari 
tumpukan sampah di TPS dan di pasar-pasar. Sedangkan dampak pada kesehatan 
masyarakat bisa berupa penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan potensi bencana 
lingkungan. 
Untuk saat ini jumlah sampah yang diangkut ke TPA Mojorejo Kecamatan 
Bendosari per hari terus mengalami peningkatan. Kepala DLH Kabupaten 
Sukoharjo, Djoko Sutarto mencatat ada sekitar 500 kubik sampah per hari yang 
dibuang ke TPS. Penyumbang sampah paling banyak yakni berasal dari 
kecamatan Grogol, Kartasura, dan Sukoharjo. (https:joglosemar.co 
/2017/04/begini-cara-dinas-lingkungan-hidup-sukoharjo-antisipasi-kenaikan-
volume-sampah.html, Diakses pada tanggal 5 Februari 2017). Berdasarkan 
pernyataan tersebut, tingkat produksi sampah yang dihasilkan tiap hari sangat 
tinggi dimana Kecamatan Grogol, Kartasura dan Sukoharjo menjadi kecamatan 
terbesar dalam produksi sampah dimana hal ini dipengaruhi oleh jumlah 
kepadatan penduduk dimana dikecamatan tersebut terdapat banyak pasar-pasar 
yang besar sehingga berpengaruh terhadap jumlah volume sampah yang 
dihasilkan. 
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Dalam agama Islam pengertian tentang pengelolaan sampah tidak 
dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur’an, karena pada masa Rasulullah jumlah 
penduduk yang masih sedikit dan konsumsi yang belum bermacam-macam. Akan 
tetapi, Al-Qur’an sudah menyinggung akan masalah tersebut dengan beberapa 
ayat yang berkenaan dengan masalah lingkungan hidup serta masalah kebersihan. 
 Seperti yang sudah dijelaskan dalam  Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 
222 ; 
....                 
Artinya :  ... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al Baqarah ; 222) 
 
Dan juga disinggung pada Al Qur’an surat Ar Ruum ayat 41 : 
                        
           
Artinya : Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada sebagian dari 
(akibat) pebuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (QS. Ar 
Ruum : 41) 
Terkait dengan ayat Al-Qur’an diatas manusia dituntut untuk menjaga 
kebersihan lingkungan demi mewujudkan lingkungan yang sehat. Kesadaran 
masyarakat akan kebersihan lingkungan masih sangat kurang khususnya dalam 
pengelolaan sampah baik ditaraf nasional maupun regional. Selain itu manusia 
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juga dilarang unuk merusak kelestarian lingkungan salah satunya tidak membuang 
sampah sembarangan dan selalu menjaga ekosistem yang ada. 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pengelolaan sampah 
membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukoharjo yang dimana penjabaran mengenai 
tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 
tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo. Melalui kewenangan Bupati 
Sukoharjo bahwa urusan yang mengenai pengelolaan sampah. Bupati dapat 
menunjuk pejabat atau dinas terkait. Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu dinas yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah , yang 
dimana sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukoharjo. 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo harus 
memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah diwilayah kerjanya, dengan cara 
menerapkan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan yang diatur dalam 
perda nomor 16 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, maupun dengan cara 
melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada 
masyarakat. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-undang Perda Nomer 16 
Tahun 2011 pada Bab XIV Peran Serta Masyarakat Pasal 23 Ayat 3: 
Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, 
maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisai 
pengelolaan samapah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi 
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dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait 
dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-
kader pengelolaan sampah ditingkat RW maupun kelurahan/desa. 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo untuk 
meningkatkan kembali pemahaman dan kesadaran kepada seluruh element 
masyarakat di Kabupaten Sukoharjo mengenai kebersihan lingkungan sekitarnya, 
sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi, hal tersebut perlu untuk diperhatikan 
mengingat masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dari munculnya 
permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. 
Penulis amati Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah belum dapat dilaksanakan dengan baik, yang disebabkan 
karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat maupun kerja sama dengan pihak 
yang terkait seperti kecamatan maupun kelurahan setempat. Sosialisasi mengenai 
pentingnya kebersihan lingkungan dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye 
secara aktif, penyebaran informasi tentang jenis-jenis, manfaat dan dampak 
sampah bagi kesehatan diri dan lingkungan maupun upaya pendidikan dan 
pelatihan untuk mencetak kader-kader relawan atau tenaga pendamping yang 
memiliki pengetahuan dan keahlian secara teknis tentang tata cara penanganan 
sampah organik dengan pemanfaatan peran teknologi sebagai alat bantunya. 
Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam 
penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul mengenai “Strategi Komunikasi 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo Dalam Mensosialisasikan 
Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun2011 Tentang Pengelolaan Sampah” 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat menjadi 
pijakan penulis adalah: 
1. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kabupaten Sukoharjo mengenai Undang-undang Perda Nomer 16 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah kepada seluruh element 
masyarakat. 
2. Masyarakat sebagian besar tidak mengetahui akan adanya Undang-undang 
Perda Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. 
C. Batasan Masalah 
Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak 
menyimpang dari sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya batasan masalah. 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi yang digunakan 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo dalam mensosialisasikan 
Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
kepada seluruh element masyarakat Kabupaten Sukoharjo. 
D. Rumusan Masalah 
Bersarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah 
yaitu “Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kabupaten Sukoharjo Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Perda Nomor 16 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah” 
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E. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan mencari jawaban-
jawaban atas hal yang diuraikan dalam latar belakang. Adapun penelitian ini 
bertujuan : 
1. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan humas Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoarjo dalam mensosialisasikan 
Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah. 
2. Mendeskripsikan langkah-langkah humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kabupaten Sukoarjo dalam mensosialisasikan Undang-undang Perda 
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat digunakan sebagai 
referensi bagi peneliti lain dalam rangka pengembangan ilmu komunikasi 
lebih lanjut. 
2. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah diharapkan dapat berguna bagi 
lembaga atau perusahaan yang bersangkutan dalam mengembangkan 
strategi komunikasi yang efektif dalam mensosialisasikan undang-undang 
perda tentang pengelolaan sampah. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
A. Strategi Komunikasi 
Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 
(management) untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai suatu tujuan 
tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 
saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula 
strategi komunikasi. 
Menurut Onong Uchjana Effendi (2008:29) dalam buku berjudul 
“Dinamika Komunikasi” menyatakan bahwa : 
Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi 
(communication planning) dan manajemen (management planning) untuk 
mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi 
komunikasi harus dapat menunjukkan secara taktis bagaimana 
operasionalnya. Dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa 
berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi. 
Rogers (1982) kemudian memberi batasan pengertian strategi komunikasi 
sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam 
skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Seorang pakar perencanaan 
komunikasi Middleton (1980) juga membuat definisi dengan menyatakan bahwa : 
Strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua element 
komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pada 
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pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang 
optimal”(Cangara, 2014:61). 
Strategi komunikasi (communication strategy) harus mendukung progam 
aksi (action program) meliputi serangkaian tindakan (Morissan, 2008:187) 
sebagai berikut : 
1. Memberitahu khalayak sasaran, internal, dan eksternal, mengenai 
tindakan yang akan dilakukan. Membujuk khalayak sasaran untuk 
mendukung dan menerima tindakan dimaksud. 
2. Mendorong khalayak yang sudah memiliki sikap mendukung atau 
menerima untuk melakukan tindakan. 
Berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan 
oleh strategi komunikasi. Strategi komunikasi, baik secara makro (planned 
multimedia strategy) maupun mikro (single communication medium strategy) 
mempunyai fungsi ganda (Effendy, 2008:28), yaitu : 
1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, 
dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil 
yang optimal. 
2. Menjembatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) akibat kemudahan 
diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang 
begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya 
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Strategi komunikasi bertujuan untuk menciptakan pengertian dalam 
berkomunikasi, membina dan memotivasi agar dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan pihak komunikator. R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas 
Burnet dalam Rusady Ruslan (2008:37) menuliskan ada empat tujuan strategi 
komunikasi yaitu : 
1. To secure understanding yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu 
pengertian dalam komunikasi, memberikan pengaruh pada komunikan 
melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu 
dari komunikasi. 
2. To establish acceptance yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 
dengan baik, setelah komunikan menerima dan mengerti pesan yang 
disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan dalam bentuk komunikan 
agar menghasilkan feedback yang mendukung pencapaian tujuan 
komunikasi. 
3. To motivate action yaitu penggiat untuk memotivasinya. Komunikasi 
selalu memberi pengertian yang diharapkan dapat mempengaruhi atau 
mengubah perilaku komunikan sesuai dengan keinginan komunikator. 
Jadi strategi komunikasi ditunjukkan untuk mengubah perilaku 
komunikan. 
4. The goals which the communicator sought to achieve. Artinya bagaimana 
mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses 
komunikasi tersebut. 
13 
 
Dalam penerapan strategi komunikasi ini, khususnya upaya transparasi 
kepada stakeholder, komunikasi menjadi sangat penting. Komunikasi yang 
berlangsung diarahkan pada pembentukan persepsi yang positif mengenai isi 
pesan oleh kelompok atau kelompok yang menerima pesan tersebut. Dengan 
adanya penciptaan persepsi yang positif, maka penerima pesan akan terpersuasi 
untuk melakukan perubahan sikap sebagai tanggapan yang positif terhadap isi 
pesan yang diterima. 
Istilah komunikasi atau bahasa inggrisnya communication, berasal dari 
bahasa Latin, yaitu communications dan bersumber dari kata communis yang 
berarti “sama”. Sama disini adalah “sama makna” (lambang). Sebagai contoh, jika 
kedua orang saling bercakap atau berbicara, memahami dan mengerti apa yang 
diperbincangkan tersebut, maka dapat dikatakan komunikatif. Kegiatan 
komunikasi tersebut secara sederhana tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi 
juga mengandung unsur persuasi, yakni agar orang lain bersedia menerima suatu 
pemahaman dan pengaruh, mau melakukan suatu perintah, bujukan, dan 
sebagainya. 
Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell bahwa cara yang 
tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan 
“siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada 
siapa dan apa pengaruhnya” (Cangara, 2014:21). 
Komunikasi menurut Everet M. Rogers (1985) dalam Cangara (2014:22) 
adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau 
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lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi ini 
kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981) 
sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa komunikasi 
adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih, membentuk atau melakukan 
pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya tiba pada 
saling pengertian yang mendalam. 
Berbicara mengenai strategi komunikasi berarti juga berbicara mengenai 
proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan serangkaian tahapan berurutan 
yang melibatkan komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, 
channel/media, komunikan, dan efek). Proses komunikasi menurut Effendy 
(2013:11) terbagi menjadi dua tahap, yakni : 
1. Proses Komunikasi Secara Primer 
Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 
atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 
(simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 
adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara 
langsung mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada 
komunikan. Bahasa menjadi media yang banyak dipergunakan dalam komunikasi 
adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu “menerjemahkan” pikiran 
seseorang kepada orang lain. 
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Akan tetapi, demi efektifnya komunikasi, lambang-lambang tersebut 
(bahasa, kial, isyarat, gambar, warna) sering dipadukan penggunaannya. Dengan 
kata lain, pesan (message) yang disampaikan oleh komunikator kepada 
komunikan terdiri atas isi (the content) dan lambang (symbol). 
2. Proses Komunikasi Secara Sekunder 
Proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh 
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 
kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator 
menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan 
sasarannya berada ditempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, 
telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah 
media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 
Pentingnya peranan media sekunder dalam proses komunikasi disebabkan 
oleh efesiensinya dalam mencapai komunikannya. Surat kabar, radio, atau televisi 
misalnya, merupakan media yang efisien karena dengan menyiarkan sebuah pesan 
satu kali saja, sudah dapat tersebar luas kepada khalayak yang begitu banyak 
jumlahnya, seperti misalnya pidato kepala negara yang disiarkan melalui radio 
atau televisi. Sebagai sambungan dari komunikasi maka dalam menformulasikan 
isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan sifat-sifat media yang 
akan digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan perlu didasari 
pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju. Komunikan media 
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surat kabar, poster, atau papan pengumuman akan berbeda dengan surat kabar, 
radio, televisi atau film. 
Komunkasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang 
lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. 
Dari pengertian ini, maka kita bisa mengatakan bahwa suatu proses komunikasi 
tidak bisa berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur komunikasi. Unsur ini 
bisa juga disebut elemen komunikasi. Model proses komunikasi oleh Philip Kotler 
dalam Effendy (2013:18) berdasarkan paradigma Harold Lasswell, yaitu : 
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Penegasan tentang unsur-unsur komunikasi dalam proses komunikasi itu 
adalah sebagai berikut : 
a. Sender : Komunikator yang menyampaikan pesan pada seseorang 
atau sejumlah orang. Pengirim atau komunikator dalam organisasi 
bisa karyawan dan bisa juga pimpinan. 
b. Encoding : Penyandian merupakan proses pengalihan pikiran 
kedalam bentuk lambang. 
c. Message : Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang 
disampaikan oleh komunikator. 
d. Decoding : Pengawasandian, yaitu proses dimana komunikan 
menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh 
komunikator kepadanya. 
e. Receiver : Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 
f. Response : Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah 
diterpa pesan. 
g. Feedback : Umpan balik merupakan tanggapan komunikan apabila 
tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. 
h. Noise : Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses 
komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan 
yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator 
kepadanya.    
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Model komunikasi diatas menegaskan faktor-faktor kunci dalam 
komunikasi efektif. Komunikator harus tau khalayak mana yang dijadikan 
sasarannya dan tanggapan apa yang diinginkannya. Ia harus terampil dalam 
menyandi pesan dengan memperhitungkan bagaimana komunikan sasaran 
biasanya mengawasandi pesan. Komunikator harus mengirimkan pesan melalui 
media yang efisien dalam mencapai khalayak sasaran. 
William G. Scott yang mengutip pendapat Babcock dalam Thoha (1977) 
dalam Suprapto (2009:10-12) mengatakan bahwa ada 5 faktor yang 
mempengaruhi proses komunikasi : 
a. The Act (Perbuatan) 
Perbuatan komunikasi menginginkan pemakaian lambang-lambang 
yang dapat dimengerti secara baik oleh manusia. Pada umumnya 
lambang-lambang tersebut dinyatakan dalam bahasa atau dalam 
keadaan tertentu, tanda-tanda lain dapat pula dipergunakan. 
b. The Scene (Adegan) 
Adegan sebagai salah satu faktor dalam komunikasi ini menekankan 
hubungan dengan lingkungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan 
apa yang dilakukan, symbol apa yang digunakan, dan arti dari apa 
yang dikatakan. Dengan kata lain adegan adalah sesuatu yang akan 
dikomunikasikan dengan melalui symbol apa sesuatu itu dapat 
dikomunikasikan. 
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c. The Agency (Perantara) 
Alat-alat yang digunakan dalam komunikasi dapat membangun 
terwujudnya perantara. Alat-alat itu selain dapat berwujud 
komunikasi lisan, tatap muka, juga alat komunikasi yang tertulis, 
seperti surat perintah, memo, bulletin, nota, surat tugas, dan 
sejenisnya. 
d. The Purpose (Tujuan) 
Menurut Grace ada 4 macam tujuan, yaitu : 
1) Tujuan fungsional adalah tujuan yang secara pokok bermanfaat 
untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi/lembaga. 
2) Tujuan manipulasi adalah tujuan yang dimaksudkan untuk 
menggerakkan orang-orang yang mau menerima ide-ide yang 
disampaikan, yang sesuai ataupun tidak dengan nilai dan 
sikapnya. 
3) Tujuan keindahan adalah tujuan untuk menciptakan tujuan-
tujuan yang bersifat kreatif. 
4) Tujuan keyakinan adalah tujuan yang bermaksud untuk 
meyakinkan atau mengembangkan keyakinan orang-orang pada 
lingkungan. 
B. Public Relations  
Menurut para pakar, hingga saat ini belum terdapat definisi tetap mengenai 
public relations (PR) atau hubungan masyarakat (humas), yang selanjutnya kedua 
istilah tersebut akan digunakan secara bergantian dalam tulisan ini. 
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Ketidaksepakatan tersebut disebabkan oleh : Pertama, beragamnya definisi humas 
yang telah dirumuskan baik oleh para pakar maupun profisional humas didasari 
perbedaan sudut pandang mereka terhadap pengertian humas. Kedua, perbedaan 
latar belakang, misalnya definisi yang dilontarkan oleh kalangan akademi 
perguruan tinggi tersebut akan lain bunyinya dengan apa yang diungkapkan oleh 
kalangan praktisi (public relations practitioner). Dan ketiga, adanya indikasi baik 
teoritis maupun praktis bahwa kegiatan humas itu bersifat dinamis dan fleksibel 
terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengikuti 
perkembangan jaman, khususnya memasuki era globalisasi saat ini. 
Meskipun demikian, disini penulis ingin mengemukakan beberapa pendapat 
dari para ahli mengenai definisi Pubic Relations (Rosady, 2007,15-16). The 
British Institute of Public Relations mendefinisikan humas sebagai : 
1. Aktifitas public relations adalah mengelola komunikasi antara organisasi 
dan publiknya. 
2. Praktik public relations adalah memikirkan, merencanakan, dan 
mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian 
antara organisasi dan publiknya. 
Glenn dan Denny Griswold menyatakan bahwa humas merupakan: “is the 
management function which evaluates public attitudes, identifies the policies and 
prosedurs of an individual or organizations with the public interest, and executes a 
program of action to earn public understanding and acceptance”. Menurut Glenn, 
humas merupakan suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 
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menyatakan kebijaksanaan dan prosedur seseorang atau suatu organisasi  atas 
dasar kepentingan publik, dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh 
pengertian dan pengakuaan yang baik dari publik. Dalam definisi tersebut 
ditunjukkan betapa pentingnya kedudukan publik, kepentingan publik dan opini 
publik, serta pelaksanaan kerjanya diarahkan untuk memperoleh pengertian dan 
pengakuan publik. 
Cutlip dan Center mengartikan humas adalah fungsi manajemen yang 
membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara 
organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan 
organisasi tersebut. Sementara itu International Public Relations Association 
(IPRA), suatu organisasi humas yang bertaraf internasional juga membuat definisi 
kerja hubungan masyarakat sebagai berikut : 
Hubungan masyarakat adalah suatu fungsi manajemen yang berlangsung 
secara terus menerus dan dirancang melalui organisasi-organisasi 
masyarakat, swasta, lembaga yang berusaha menjalin dan memelihara 
saling pengertian, simpati serta dukungan dari siapa saja yang ada 
kaitannya dengan dirinya melalui informasi, termasuk memperbaiki 
peraturan-peraturan dan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk 
mencapai kerjasama serta pemecahan masalah secara efektif untuk 
kepentingan bersama (Hamdan Adnan dan Hafied Cangara, 1996:17). 
  Walaupun memiliki redaksi yang berbeda mengenai definisi kehumasan, 
namun hal itu tidak perlu diartikan sebagai gejala kemunduran, melainkan sebagai 
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suatu dinamika yang tinggi dengan makin banyaknya tantangan yang harus 
dijawab oleh petugas humas, terutama dengan makin pesatnya perkembangan 
teknologi komunikasi, serta perubahan masyarakat yang makin cepat. Yang jelas, 
bagaimanapun banyaknya definisi humas tersebut, dapat diambil intisarinya ialah 
bahwa humas senantiasa menjalankan hubungan saling pengertian dan saling 
menguntungkan dalam mencapai hubungan yang harmonis diantara pihak-pihak 
yang terkait didalamnya.  
Berfungsi tidaknya humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari ada 
tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut antara lain 
mencakup. Pertama, humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi 
yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Kedua, humas merupakan 
penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatau organisai. 
Ketiga, publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern dan 
publik intern. Keempat, operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang 
harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya kesenjangan, 
baik yang timbul dari pihak organisasi maupun pihak publik. 
Mengenai konsep fungsional humas, Cutlip dan Center memberikan 
penjelasan sebagai berikut : 
1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari 
publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta 
operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam 
kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut. 
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2. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan 
dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh 
publik. 
3. Merencanakan dan melaksanakan progam-progam yang dapat 
menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan 
operasionalisasi organisasi. 
Konsep operasional humas yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center 
diatas lebih menitikberatkan pada penciptaan dampak yang menyenangkan pada 
pihak publik terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasinya oleh pimpinan 
organisasi. Yang berbeda pendekatannya dengan kedua pengarang diatas adalah 
Betrand R. Canfield, dimana ia mengemukakan fungsi humas sebagai berikut : 
1. Mengabdi kepada kepentingan umum. Hal ini ditekankan karena adanya 
anggapan bahwa pejabat humas sebagai orang “sewaan” orang-orang kaya 
yang menginginkan orang-orang miskin tetap hidup melarat. Yang 
dimaksud orang kaya adalah para manajer dan orang-orang miskin adalah 
khalayak. 
2. Memelihara komunikasi yang baik. Memelihara hubungan komunikatif 
antara pejabat humas dengan publik baik internal dan eksternal, dan 
dengan manajer beserta stafnya, dilakukan secara timbal balik yang 
dilandasi empati sehingga menimbulkan rasa simpati. 
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3. Menitikberatkan moral dan perilaku yang baik. Ditekankannya moral dan 
perilaku yang baik ialah semata-mata untuk menjaga citra organisasi 
dihadapan publiknya. 
Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri humas beserta penegasan fungsi 
humas menurut Cutip dan Center serta Canfield, maka fungsi humas dapat 
dirumuskan sebagai berikut. Pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam 
mencapai tujuan organisasi. Kedua, membina hubungan harmonis antara 
organisasi dengan publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Ketiga, 
menciptakan komunikasi dua arah timbal balik  dengan menyebarkan informasi 
dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. 
Keempat, melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 
umum (Onong, 1998:24-36). 
Tujuan sentral humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab 
humas dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya 
mencapai tujuan organisasi. Telah disinggung bahwa organisasi adalah kerangka 
kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan kegiatan itu adalah pengerahan 
manusia-manusia secara terarah yang dinamakan manajemen. Jelasnya organisasi 
merupakan “raga” dan manajemen adalah “jiwa-nya”. Organisasi tanpa 
manajemen dapat diibaratkan raga tanpa jiwa, jadi organisasi yang demikian tidak 
berfungsi atau mati. Sebaliknya, manajemen tanpa organisasi sama dengan jiwa 
tanpa raga, yang berarti tiada berbentuk, yang berarti pula tiada tujuan yang akan 
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dicapai, sebab adanya tujuan kalau ada organisasi. Dengan kata lain, suatu 
organisasi dibentuk karena adanya tujuan yang akan dicapai (Onong, 1998:94). 
Sebagai sebuah manajemen, humas dalam sebuah organisasi biasanya 
menjalankan fungsinya melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
1. Perencanaan (planning), meliputi penetapan tujuan dan standar, 
penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana dan ramalan apa yang 
akan terjadi. 
2. Pengorganisasian (organizing), memberi tugas terpisah kepada masing-
masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur 
wewenang, menetapkan sistem komunikasi, serta mengoordinir kerja 
setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisasi. 
3. Pengkomunikasian (communicating), rencana-rencana yang telah disusun 
lalu dikomunikasikan dengan semua pihak yang bersangkutan dengan 
metode yang sesuai. Dalam tahap ini harus dijelaskan tindakan yang 
diambil serta alasan jatuhnya pilihan tersebut. 
4. Pengawasan (controlling), menentukan standar, membandingkan 
penampilan sesungguhnya dengan standar tadi dan melakukan perbaikan 
apabila diperlukan. 
5. Penilaian (evaluating), menilai segi-segi berhasil dan tidaknya, apa sebab-
sebabnya, apa yang sudah dicapai, apa resep kemanjurannya, dan apa 
faktor penghambatnya. Bagaimana hasil pelaksanaan tugas dan sebab-
sebabnya (Rosady, 2007:2-3). 
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Hubungan masyarakat mencakup berbagai macam hubungan yang 
semuanya bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis antara organisasi 
yang menjalankan hubungan-hubungan itu dengan “masyarakat dalam” atau 
publik internal serta “masyarakat luar” atau publik eksternal yang ada urusannya 
dengan organisasi tersebut. Publik internal sebagai sasaran humas terdiri atas 
orang-orang yang bergiat di dalam organisasi dan yang secara fungsional 
mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. Publik internal 
biasanya terdiri dari para karyawan, manajer dan top executives serta pemegang 
saham. Sementara publik eksternal sebagai sasaran kegiatan humas terdiri atas 
orang-orang dan anggota-anggota masyarakat diluar organisasi, baik yang ada 
kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan atau diduga ada kaitannya 
dengan organisasi. Adapun publik eksternal dalam sebuah organisasi meliputi 
pelanggan, pemasok, komunitas, pemerintah dan media. 
C. Sosialisasi  
Menurut Slameto (2003:3) sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. 
Dalam hal ini belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31780/4/Chapter%20II.pdf. Diakses 
pada tanggal 6 Februari 2017). 
Proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar 
manusia yang menghasilkan adanya proses pengaruh mempengaruhi. Dalam 
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proses pendewasaan manusia maka berdasarkan pengalamannya sendiri, ia akan 
selalu mempunyai suatu sistem tingkah laku (behavior system) yang akan 
ditentukan oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia akan memberikan reaksi 
terhadap suatu pengalaman. Akhirnya sistem perilaku inilah yang akan 
menentukan dan membentuk sikapnya (attitude) terhadap sesuatu. 
Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi 
(progam, kebijakan, peraturan) dari suatu pihak (pemilik progam, kebijakan, 
peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang terkena progam, dan 
masyarakat umum). 
Dalam usaha untuk melakukan kegiatan sosialisasi, terdapat beberapa cara 
yang dapat digunakan menurut Susanto (1997:47-48) : 
1. In House Campaign 
Proses sosialisasi yang diarahkan pada seluruh anggota organisasi dalam 
perusahaan, yang menyangkut semua tingkatan yang ada dalam aktifitas kerja 
sehari-hari. Progam ini dapat memanfaatkan beberapa orang kunci dalam 
perusahaan seperti : 
a. Top Manager, untuk menunjukkan komitmen top management 
terhadap kebijaksanaan ini, 
b. Core People, dipilih dari anggota organisasi yang memiliki 
antusiasme yang tinggi terhadap penerapan dari budaya perusahaan 
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yang telah ditetapkan. Core People dapat dipilih dari berbagai 
tingkatan dalam organisasi. 
c. Rekan kerja yang lebih dulu bergabung, diarahkan pada anggota yang 
baru bergabung, yang berperan sebagai komunikator dalam rekan 
sekerja. 
2. Outside Campaign 
Seluruh proses sosialisasi diarahkan pada lingkungan ekstern organisasi, 
tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen yang diambil oleh perusahaan 
dalam melayani kepentingan “konsumen”nya. (http://e-journal.uajy.ac.id/1182/2/1 
KOM02993.pdf. Diakses pada tanggal 6 Februari 2017).                                                                     
Penelitian  ini menggunakan Teori Laswell dan disonansi kognitif. Teori 
Laswell telah dijelaskan dalam strategi komunikasi. Teori disonansi kognitif biasa 
disebut juga sebagai teori perubahan sikap. Teori ini menyatakan bahwa seseorang 
akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya bila ia dihadapkan pada 
informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya (Morissan, 
2008:64). Teori ini merangkum empat asumsi yaitu : 
a. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, 
sikap, dan perilakunya. 
b. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. 
c. Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk 
melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. 
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d. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan 
usaha untuk mengurangi disonansi. 
D.  Kajian Pustaka 
Sampai saat ini telah ada beberapa kajian dan penelitian mengenai hal-hal 
yang relevan dengan topik strategi komunikasi. Namun, menurut pengetahuan 
peneliti belum ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan 
mengambil judul “Strategi Komunikasi Humas Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Kabupaten Sukohrjo Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Perda Tentang 
Pengelolaan Sampah”. 
Penelitian dengan topik strategi komunikasi sebelumnya sudah pernah 
diteliti oleh Gunawan (skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN 
Surakarta, 2014) yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Musi 
Rawas Dalam Menyukseskan Progam Musi Rawas Darussalam” dalam penelitian 
tersebut dibahas tentang bagaimana strategi komunikasi yang digunakan 
pemerintah kabupaten musi rawas dalam menyukseskan progam musi rawas 
darussalam. Selain itu, penelitian dengan topik yang sama juga pernah diteliti oleh 
Yusuf Kanafi (skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Surakarta, 
2012) yang berjudul “Strategi Komunikasi PT. Pos Indonesia Cabang Boyolali 
Melalui Pelayanan Jasa Tabungan Syari’ah” dalam penelitian tersebut dibahas 
tentang bagaimana strategi komunikasi yang digunakan PT. Pos Indonesia Cabang 
Boyolali dalam mengenalkan dan menjalankan produk pelayanan jasa tabungan 
syari’ah kepada nasabah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan 
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pada strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo 
Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah. 
E. Kerangka Berfikir 
Melalui kewenangan Bupati Sukoharjo bahwa urusan yang mengenai 
pengelolaan sampah. Bupati dapat menunjuk pejabat atau dinas terkait. Dalam hal 
pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah , yang 
dimana sudah diatur didalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo. 
Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo 
untuk meningkatkan kembali pemahaman dan kesadaran kepada seluruh element 
masyarakat di Kabupaten Sukoharjo mengenai kebersihan lingkungan sekitarnya, 
sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi, hal tersebut perlu untuk diperhatikan 
mengingat masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dari munculnya 
permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo harus 
memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah diwilayah kerjanya, dengan cara 
menerapkan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan yang diatur dalam 
pasal 14 perda nomor 16 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan dan 
kesehatan lingkungan, maupun dengan cara melakukan sosialisasi baik itu secara 
langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, sehingga terciptalah 
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masyarakat yang mengerti, memahami serta menerapkan akan adanya undang-
undang perda tentang pengelolaan sampah. 
Secara sederhana kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan 
dengan gambar sebagai berikut : 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian digunakan supaya suatu penelitian dapat lebih tersusun 
dan rasional dengan menggunakan jenis dan teknik tertentu. Yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
A.  Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Ikbar (2012:123) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian 
yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan. 
Moleong (2010:6) menambahi penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah  sumber tempat memperoleh keterangan penelitian 
atau seseorang atau sesuatu yang mengenainya yang ingin mendapatkan 
keterangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dinas Lingkungan 
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Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo. Peneliti memfokuskan penelitian ini mulai 
dari bulan Mei sampai bulan Juni 2017. 
Objek penelitian adalah masalah apa yang ingin diteliti atau suatu masalah 
yang dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian. Objek dalam penelitian adalah 
strategi komunikasi dalam mensosialisasikan undang-undang perda tentang 
pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kabupaten Sukoharjo.  
C. Sumber Data 
Pengambilan data yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi dua 
jenis, yaitu data primer dan data skunder. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber 
atau informan berdasarkan anggapan pendapat oleh peneliti, karena dianggap 
mengetahui permasalahan sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap 
dan akurat. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. 
2. Data Sekunder 
Data ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari studi kepustakaan 
yang trdiri dari buku literatur, data base Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kabupaten Sukoharjo, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data-data sekunder 
perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa data-data tersebut dapat menjadi 
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jembatan berbagai fakta yang terjadi dilapangan sehingga diperoleh pengetahuan 
terhadap objek penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Hamidi (2004:15) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data 
dimulai dari mewawancarai informan awal atau informan kunci dan berhenti 
sampai pada informan yang kesekian sebagai sumber yang sudah tidak 
memberikan informasi baru lagi. Responden atau informannya didasarkan pada 
suatu proses pencapaian kualitas informasi. Metode pengumpulan data yang akan 
peneliti lakukan dengan tiga metode (Bungin, 2007:108), ketiga metode tersebut 
antara lain : 
1. Metode Wawancara 
Metode wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan 
terlihat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
2. Metode Observasi 
Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah observasi partisipasi, observasi tidak struktur, dan observasi 
kelompok tidak stuktur. 
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3. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam metode penelitian yang digunakan untuk menelusuri data 
historis. 
Metode ini termasuk dalam penelitian perpustaka yang mana tekhnik 
pengumpulan data melalui membaca ensiklopedia, buku-buku referensi, majalah 
ilmiah dokumen, jurnal, dan lain-lain (Ikbar, 2012:157). 
E. Analisa Data 
Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan 
menggunakan analisis model Miles dan Hurbermen (Moleong, 2002:287), yang 
meliputi : 
1. Reduksi Data 
Pada dasarnya data yang dapat kita peroleh di lapangan jumlahnya cukup 
banyak maka dari itu peneliti perlu mereduksi data. Mereduksi data merupakan 
proses seleksi atau pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, merangkum, 
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 
rupa hingga kesimpulan dan verifikasi. 
2. Penyajian Data 
Dalam penyajian data ini seluruh data di lapangan yang berupa hasil 
wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah 
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dipaparkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 
dilakukan dalam urutan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 
sejenisnya. Penyajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang 
dijadikan sebagai pertanyaan penelitian hingga yang tersaji adalah deskriptif 
mengenai kondisi yang menceritakan dan menunjukkan permasalah yang ada. 
3. Penarikan Kesimpulan  
Kesimpulan merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk melakukan 
justifikasi temuan peneliti. Justifikasi dilakukan dengan cara menarik hubungan 
dari latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian untuk mencari jawaban 
hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis. Dengan demikian, kesimpulan 
merupakan penegasan dari temuan penelitian yang telah dianalisis. Kesimpulan 
dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. 
F. Teknik Keabsahan Data 
Untuk mengetahui keabsahan data, penulisan menggunakan teknik 
trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 
tianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi data 
(trianggulasi sumber) yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 
wawancara dan membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 
(Moleong, 2001:178). 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Profil DLH Kabupaten Sukoharjo 
1. Sekilas tentang DLH Kabupaten Sukoharjo 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo merupakan 
lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang memiliki tugas 
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup. 
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sukoharjo menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: 
a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup. 
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dibidang lingkungan hidup. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup. 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo memiliki strategi 
pengembangan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten 
Sukoharjo yang diarahkan pada upaya dan proses pengelolaan lingkungan hidup 
secara terpadu terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi: sumber 
daya manusia, sumber daya hayati dan non hayati, serta sumber daya buatan untuk 
melestarikan lingkungan hidup yang lebih dinamis. Kebijakan umum yang 
berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi: upaya penataan, 
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian 
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pemanfaatan sumber-sumber daya, terutama sumber daya alam hayati dan non 
hayati sebagai unsur lingkungan hidup. Kebijakan tersebut meliputi: 
a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti 
pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan 
manusia. 
b. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun 
yang akan datang. 
c. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk 
mencegah dan menghindari penggunaan produktif dan pencegahan 
kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem 
secara keseluruhan. 
d. Dibentuknya Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Sampah 
2. Visi dan Misi DLH Kabupaten Sukoharjo 
Visi : Mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup yang resposif dan proaktif 
serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang 
berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera. 
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Misi : 
a. Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber 
Daya Manusia dibidang lingkungan hidup. 
b. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan 
pencemaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya 
Alam sesuai fungsi lingkungan dalam rangka penegakan hukum 
lingkungan. 
c. Meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber 
Daya Alam terhadap kerusakan lingkungan. 
d. Mengembangkan teknologi dan informasi dibidang lingkungan 
dengan menerapkan Sistem Menejemen Lingkungan. 
e. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
f. Meningkatkan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat 
melalui sosialisasi dibidang lingkungan hidup. 
3. Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo 
Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan adalah 444,666 
km
2
, terbagi menjadi 12 wilayah Kecamatan, berbatasan langsung dengan Kota 
Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, Propinsi DIY dan 
Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 
Klaten di sebelah barat dan Kabupaten Karangnyar di sebelah timur. Terdapat 
sungai Bengan Solo yang membelah wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi dua 
bagian, yaitu : bagian utara dengan kondisi secara umum berupa daratan rendah 
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dan bergelombang, sedangkan bagian selatan berupa pegunungan dan daratan 
tinggi. Berikut peta wilayah Kabupaten Sukoharjo: 
 
Gambar 1.2  Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo secara administrasi terbagi menjadi 12 kecamatan 
yang terdiri atas 150 desa  dan 17 kelurahan, dengan ibukota kabupaten yang 
terletak di kecamatan Bendosari yang  berjarak  12  km  dari  Kota  Surakarta. 
Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 62,18 Km² (13 %) 
sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 19,23 Km² (4%) 
dari luas Kabupaten Sukoharjo. Secara rinci luas kecamatan di Kabupaten 
Sukoharjo adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo 
Sektor industri menjadi andalan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat dua industri 
besar di Kabupaten Sukoharjo, yaitu PT. Sritex yang merupakan perusahaan 
tekstil nasional yang sudah terkenal di luar negeri, yang menjadi salah satu 
kebanggaan Sukoharjo. Ada lagi industri besar lainnya, yaitu PT. Konimex 
Pharmaceutical Labratories, pabrik farmasi terutama untuk jenis produk obat 
bebas yang produknya sudah menembus pasaran luar seperti Kamboja, Vietnam 
dan Birma. Terdapat juga industri kecil daerah ini, berbagai produk kerajinan 
rakyat terus dikembangkan, misalnya kaca grapir yang merupakan industri 
kerajinan khas daerah Sukoharjo yang berkembang di Kecamatan Kartasura, 
Grogol, dan Baki. Ada juga industri rotan yang berkembang di Desa Trangsan, 
Kecamatan Gatak. Sektor perdagangan menjadi pilihan menarik masyarakat untuk 
mengatasi dampak krisis ekonomi setelah produksi pertanian terus menurun akibat 
No. Kecamatan Luas Wilayah 
 
(Km²
) 
Persentase luas wilayah 
 
(%) 
1 Weru 41,98 9,00 
2 Bulu 43,86 9,40 
3 Tawangsari 39,98 8,57 
4 Sukoharjo 44,58 9,55 
5 Nguter 54,88 11,76 
6 Bendosari 52,99 11,36 
S
ec
ar
a  
Polokarto 62,18 13,32 
8 Mojolaban 35,54 7,62 
9 Grogol 30,00 6,43 
10 Baki 21,97 4,71 
11 Gatak 19,47 4,17 
12 Kartasura 19,23 4,12 
Total 466,66 100 
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hasil panen yang kurang baik. Sesungguhnya Sukoharjo unggul dilapangan usaha 
pertanian, namun Sukoharjo yang terus berkembang ke arah industrilisasi 
memang tidak bisa dicegah. Akibatnya banyak lahan persawahan penduduk yang 
harus berubah untuk kepentingan industri dan perumahan. 
4. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas pokok 
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang 
bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup. 
b. Fungsi: 
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan teknologi 
dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, 
pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa 
lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. 
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 
di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian 
lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan 
dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan, dan 
pemulihan kualitas lingkungan. 
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan 
teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak 
lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan 
sengketa lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan. 
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4) Penyusunan rencana progam dan rencana kerja anggaran Dinas 
Lingkungan Hidup. 
5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup. 
6) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di 
bidang lingkungan hidup. 
7) Penyelenggaraan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun (B3). 
8) Penyelenggaraan kajian teknis perijinan lokasi pengumpulan 
limbah B3 kecuali minyak pelumas atau oli bekas , perijinan 
lokasi pengolahan limbah B3, perijinan penyimpanan sementara 
limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan, perijinan 
pembuangan air limbah ke air atau sumber air, perijinan 
pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta 
perijinan penyelenggaraan prasarana umum dan sarana air 
limbah. 
9) Penyelenggaraan penilaian Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL). 
10) Penyelenggaraan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 
11) Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air. 
12) Penyelenggaraan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian 
pencemaran udara 
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13) Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan 
tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan, tanah untuk 
kegiatan produksi biomassa, lingkungan akibat bencana. 
14) Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standart 
kompetisi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup. 
15) Penyelenggaraan pengembangan perangkat ekonomi 
lingkungan. 
16) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem 
menejemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknonogi 
berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan 
konsumsi yang berkelanjutan. 
17) Penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan. 
 
5. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Sukoharjo  
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Sukoharjo, Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kabupaten Sukoharjo terdiri dari : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari: 
1) Subbag Perencanaan  
2) Subbag Keuangan 
3) Subbag Umum dan Kepegawaian 
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c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari: 
1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS 
2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan 
3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan 
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari: 
1) Seksi Pengurangan Sampah 
2) Seksi Penanganan Sampah 
3) Seksi Penanganan Limbah B3 
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, terdiri dari: 
1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Kerusakan LH 
2) Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup 
3) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup 
f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH 
1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan  
2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 
3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
g. UPTD 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sukoharjo adalah sebagai berikut: 
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B. Sajian Data 
1. Deskripsi Masalah 
Berawal dari semakin tinggi perkembangan fisik serta tidak terlepas juga 
pertambahan jumlah penduduk akan menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi 
di Kabupaten Sukoharjo dimana terjadi perkembangan baik secara fisik maupun 
dari segi tinggimya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi akan 
mempengaruhi volume jumlah sampah yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang 
pengelolaan samapah meskipun secara operasional dan pengelolaannya dapat 
mengikutsertakan masyarakat atau bermitra dengan lembaga atau organisasi yang 
bergerak di bidang lingkungan, khususnya dalam hal persampahan. Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pengelolaan sampah membuat suatu 
kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah di Kabupaten Sukoharjo yang dimana penjabaran mengenai tata cara 
pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo.  
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu 
dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan 
sampah , yang dimana sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya yaitu 
mensosialisasikan tentang Perda tersebut kepada seluruh element masyarakat di 
Kabupaten Sukoharjo. 
48 
 
“Dalam sosialisasi masalah Perda tentang pengelolaan sampah yang 
sudah pernah kami lakukan yaitu dipabrik-pabrik, yang dimana dalam 
pengelolaan limbahnya masih kurang maksimal sehingga meresahkan 
warga sekitar pabrik tersebut, terus dengan plangkat-plangkat dan 
spanduk, dan juga kami juga sosialisasikan di sekolah-sekolah yaitu 
melalui progam adiwiyata gitu mas”(Wawancara dengan Didik, tanggal 
9Mei 2017). 
Solialisasi melalui media plangkat terkait Perda tentang pengelolaan 
sampah oleh pihak DLH Kabupaten Sukoharjo  ditempatkan pada titik-titik rawan 
tindak pencemaran lingkungan. Masyarakat dalam hal ini belum memiliki 
kesadaran pentingnya akan menjaga lingkungan hidup, dengan adanya fakta di 
lapangan masih banyaknya kegiatan pembuangan sampah atau penimbunan 
sampah pada tempat-tempat yang dilarang atau yang tidak pada tempatnya. terkait 
hal ini, banyak keluhan dari masyarakat kepada pihak DLH Kabupaten Sukoharjo 
bahwasannya sampah-sampah yang ditimbun di daerah tertentu (ilegal) bukan 
sampah yang dihasilkan masyarakat sekitar. Sebagai contohnya seseorang yang 
melakukan perjalanan dari Grogol ke Sukoharjo membawa sampah hasil usahanya 
yang dilakukan di Grogol akan tetapi orang tersebut membuang sampahnya di 
tengah-tengah perjalanan yaitu di daerah Jombor yang disana terdapat tempat 
pembuangan sampah ilegal.   
Pemberian surat edaran dari DLH Kabupaten Sukoharjo kepada para 
pedagang pasar, pedagang kaki lima, toko-toko modern, dan hotel-hotel terkait 
Perda tentang pengelolaan sampah yang dimana menerangkan keharusan untuk 
menyediakan tempat sampah minimal dua jenis yang memiliki fungsi supaya 
melakukan pemilahan terhadap sampah organik dan non organik. Upaya ini 
dilakukan dengan tujuan pihak-pihak terkait mengetahui kewajiban mengenai  
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Perda yang telah ditetapkan dan semestinya dapat dilaksanakan oleh seluruh 
element masyarakat Sukoharjo. Akan tetapi kenyataan dilapangan masih banyak 
masyarakat yang belum melaksanakan perihal surat edaran terkait pemilahan 
sampah organik dan non organik. Sebagai contohnya penumpukan sampah di 
pasar-pasar, toko-toko modern, dan hotel-hotel masih belum ada pemilahan.  
Semestinya DLH Kabupaten Sukoharjo memberikan teguran maupun 
sanksi terkait tindakan pembuangan sampah yang dilakukan seseorang tidak pada 
tempatnya sesuai Perda yang berlaku. Hal tersebut belum bisa dilakukan oleh 
pihak DLH Kabupaten Sukoharjo dikarenakan beberapa sebab antara lain yaitu 
jumlah SDM yang ada di DLH masih terbatas dibanding luas wilayah Kabupaten 
Sukoharjo meskipun banyak pengaduan-pengaduan dari masyaraakat terkait 
dengan penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. 
Pengawasan dan pembinaan yang dilakaukan pihak DLH Kabupaten 
Sukoharjo kepada pabrik-pabrik dilakukan secara berkala ataupun periodik. 
Upaya ini adalah salah satu bentuk sosialisasi DLH Kabupaten Sukoharjo terkait 
dengan Perda tentang pengelolaan sampah. Pabrik-pabrik memiliki kewajiban 
untuk melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari operasional pabrik, 
apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak pabrik maka DLH Kabupaten 
Sukoharjo akan memberikan sanksi berupa teguran pertama yang memiliki 
tenggang waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak pabrik belum 
melaksanakan kewajiban tersebut maka akan diterbitkan surat teguran kedua yang 
memiliki tenggang waktu 30 hari, dan apabila dalam waktu tersebut belum ada 
perubahan, maka akan diterbitkan berikutnya surat teguran ketiga, dan sanksi 
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administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional pabrik dikarenakan pihak 
pabrik telah diberikan waktu yang sepatutnya akan tetapi tidak melaksanakan 
kewajibannya. 
Selama ini untuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh DLH Kabupaten 
Sukoharjo masih kurang maksimal, terbukti masih banyak tumpukan-tumpukan 
sampah yang tidak pada semestinya dan juga masih ada pabrik-pabrik yang 
membuang limbahnya ke sungai, yang itu menunjukkan bahwa sosialisasi yang 
dilakukan DLH Kabupaten Sukoharjo masih belum tersampaikan ke seluruh 
masyarakat Sukoharjo.  
2. Pemecahan Masalah 
Setelah peneliti melakukan penelitian dengan wawancara dan data 
sekunder, pihak DLH Kabupaten Sukoharjo melakukan beberapa kegiatan dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah. Pihak DLH Kabupaten Sukoharjo dalam mensosialisasikaan 
Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 bekerjasama dengan lembaga 
pemerintahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Seperti yang telah dilakukan yaitu 
sosialisasi  tentang pengelolaan sampah yang pernah terlaksana di pabrik-pabrik 
yang ada di Kabupaten Sukoharjo, selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui 
progam adiwiyata ke sekolah-sekolah dan untuk sosialisasi kepada masyarakat 
untuk saat ini masih terbatas pada plangkat-plangkat atau spanduk yang ada di 
pinggir jalan atau suatu tempat yang disitu terdapat timbunan sampah yang tidak 
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pada semestinya. Selain itu DLH juga melakukan sosialisasiya melalui media 
massa yaitu koran cetak maupun koran digital. 
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan oleh DLH terkait sosialisasi 
tentang Perda yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan 
pemberian bantuan alat IPAL (Instalasi Pengelolaan Akhir Limbah), yang biasa 
dilaksanakan dibeberapa desa yang memiliki jumlah industri kecil yang sehingga 
memerlukan pembinaan terkait pengelolaan limbah, yang cukup banyak di 
Kabupaten Sukoharjo. Pemberian pembinaan  dan pengawasan dilakukan oleh 
DLH terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah terkait 
pengelolaannya. Di Sukoharjo berdiri banyak perusahaan yang menghasilkan 
limbah yang dalam pengelolaan limbahnya telah diatur dalam Perda, terkait hal ini 
DLH Kabupaten Sukoharjo memberikan perhatian lebih terhadap perusahaan 
tekstil yaitu Sritex dan Tyfountex. 
Selain itu DLH Kabupaten Sukoharjo juga melakukan sosialisasi terkait perda 
dilingkungan sekolah yang meliputi SD, SMP, SMA. Yang dalam hal ini 
dilaksanakan dalam bentuk progam Adiwiyata. 
“Terkait sosialisasi tentang peraturan daerah kami dari dinas melakukan 
dengan cara memberikan pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan 
memberikan bantuan alat IPAL. Kalau indusrti besar contohnya sritex dan 
tyfountek kami meberikan pembinaan dan pengawasan terkait 
pengelolaan limbah. Selain itu, kami juga melakukan di sekolah-sekolah 
dalam bentuk progam Adiwiyata”(Wawancara dengan Didik, tanggal 9 
Mei 2017). 
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C. Analisis Data 
1. Strategi komunikasi DLH Kabupaten Sukoharjo 
Sumber atau komunikator menurut Harold Lasswell mengatakan cara yang 
baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan, 
siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada 
siapa, dan apa pengaruhnya (Cangara, 2014:21). Oleh karena itu, DLH Kabupaten 
Sukoharjo dalam menyampaikan informasi terkait Undang-undang Perda Nomor 
16 Tahun 2011, pihak DLH membutuhkan media dalam menyampaikan pesan, 
untuk saat ini media yang digunakan pihak DLH dalam menyampaikan pesan 
terkait dengan Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 yaitu dengan 
sosialisasi langsung ke pabrik atau industri di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan 
untuk sosialisai ke masayarakat luas dengan menggunakan plangkat-plangkat, 
baleho dan spanduk. Adapun sasaran dalam sosialisasi yang dilakukan DLH 
adalah seluruh pabrik atau industri  yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo 
khususnya, dan pada umumnya kepada seluruh element masyarakat. Dalam 
sosialiasi tersebut diharapkan pihak pabrik atau industri dan juga seluruh 
masyarakat Sukoharjo mengerti, memahami, dan mematuhi tentang adanya 
Undang-undang Perda Tentang Pengelolaan Sampah sehingga terciptalah 
Kabupaten Sukoharjo yang nyaman dan bebas dari masalah persampahan. 
Pada dasarnya tujuan dari komunikasi adalah memberikan informasi dan 
menciptakan pemahaman kepada komunikannya. Agar tujuan dari komunikasi ini 
dapat tercapai, tentunya dibutuhkan sebuah strategi agar komunikasi dapat efektif 
dan pesan dapat tersampaikan kepada khalayak atau masyarakat, sehingga mereka 
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dapat memahami dan kemudian melaksanakan apa yang disampaikan dalam 
komunikasi tersebut, jika komunikator menghendaki adanya perubahan sikap pada 
komunikan. 
Untuk mencapai tujuan dari sosialisasi terkait Undang-undang Perda 
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, pihak DLH Kabupaten 
Sukoharjo menyusun sebuah strategi komunikasi yang dapat diaplikasikan pada 
saat sosialisasi. Komunikasi yang disampaikan tersebut dapat dipahami dan 
diterima dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari sosialisasi ini 
diungkapkan oleh DLH Kabupaten Sukoharjo bahwa: 
“tujuan dari sosialisasi selama ini adalah menyampaikan kepada seluruh 
masyarakat Sukoharjo mengenai Undang-undang Perda Tentang 
Pengelolaan Sampah, supaya masyarakat dan khususnya pabrik-pabrik 
dapat mentaati serta menerapkannya”(Wawancara dengan Harjanti, 12 
Mei 2017). 
Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan tersebut disampaikan secara 
maksimal, dan terjadi perubahan dalam diri penerima pesan itu juga merupakan 
suatu keberhasilan yang dicapai dalam sebuah proses penyampaian pesan. 
Undang-undang Perda Nomor 16  tahu 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
merupakan pesan yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Sukoharjo, 
sehingga DLH Kabupaten Sukoharjo berupaya menyampaikan pesan tersebut 
kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui Undang-undang Perda 
Tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi kebijakan dari Bupati Sukoharjo, 
serta seluruh masyarakat dapat mentaati dan menerapkannya dalam menjaga 
lingkungan disekitar. 
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Penerapan sanksi terkait Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengelolaan 
sampah belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Sukoharjo kepada 
masyarakat. Fasilitas dan infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi, sebagai 
contoh masih terbatasnya tempat pembuangan sampah sementara. Pada tahun ini 
DLH Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya peralihanaan pada Tempat 
Pembuangan Sampah Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelololaan Sampah 
Terpadu (TPS-T). Tanggung jawab pengelolaan sampah merupakan tugas baru 
bagi DLH Kabupaten Sukoharjo yang sebelumnya tugas tersebut dipegang oleh 
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo. 
Berbicara mengenai strategi komunikasi berarti juga berbicara mengenai 
proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Effendy (2013:11) terbagi 
menjadi dua tahap, yaitu: 
a. Proses Komunikasi Secara Primer 
Proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pikiran 
dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 
(simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 
adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara 
langsung mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada 
komunikan. Bahasa menjadi media yang banyak dipergunakan dalam komunikasi 
adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu “menerjemahkan” pikiran 
seseorang kepada orang lain. 
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Dalam hal ini DLH Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasi melalui 
seminar, penyuluhan dan edukasi. Seperti yang telah dilakukan yaitu sosialisasi ke 
pabrik-pabrik yang dinilai pihak DLH Kabupaten Sukoharjo yang dalam 
pengelolaan limbahnya masih belum maksimal, terbukti dari pengaduan-
pengaduan yang diterima oleh pihak DLH Kabupaten Sukoharjo dari masyarakat 
sekitar lokasi pabrik yang merasa terganggu oleh limbah pabrik. Seperti yang 
dikemukakan oleh DLH Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut: 
“biasa kita menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat sekitar 
pabrik, dan dari situ kita ke pabrik terkait untuk mengklarifikasi, jikalau 
memang sesuai pengaduan maka disitu kita langsung melakukan 
peneguran sekaligus sosialisasi terkait perda dan juga memberi 
pangarahan tentang pengelolaan limbah yang benar”(Wawancara dengan 
Ali, 12 Mei 2017). 
Selain itu DLH Kabupaten Sukoharjo juga melakukan sosialisasi ke 
sekolah-sekolah melalui progam Adiwiyata yang diadakan oleh Kementrian 
Lingkungan Hidup. 
“sosialisasi mengenai Perda Tentang Pengelolaan Sampah juga kami 
lakukan di sekolah-sekolah yang ada progam Adiwiyata”. (Wawancara 
dengan Didik, 16 Mei 2017). 
Sosialisasi melalui tatap muka langsung dinilai cukup efektif karena 
adanya komunikasi dua arah. Dengan adanya respon balik dari masyarakat inilah 
yang menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat. 
Pihak DLH Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasi ini tujuannya adalah 
untuk menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti, mentaati, dan 
menerapkan tentang adanya Undang-undang perda nomor 16 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah. 
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b. Proses Komunikasi Secara Sekunder 
Proses komunikasi secara sekunder merupakan proses penyampaian pesan 
oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 
media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang 
komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya 
karena komunikan sasarannya berada ditempat yang relatif jauh atau jumlahnya 
banyak.  
Dalam hal ini DLH Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasinya 
melalui palngkat-plangkat dan spanduk yang berisikan tentang isi dari Perda 
tentang pengelolaan samapah dan juga himbauan untuk tidak membuang sampah 
sembarangan. Dalam sosialisasi ini dianggap efektif karena dirasa masyarakat 
lebih mudah untuk mengingat karena untuk penempatan plangkat dan juga 
spanduk berada di pinggir jalan umum yang disitu banyak dilalui oleh masyarakat. 
“untuk sosialisasi menggunakan plangkat-plangkat dan juga spanduk 
kami rasa cukup efektif mas, ya karena kan letaknya dipinggir jalan 
umum, jadi kami rasa masyarakat pasti banyak yang baca”(Wawancara 
dengan Harjanti, 16 Mei 2017). 
 Sosialisasi melalui Pemberian surat edaran dari DLH Kabupaten 
Sukoharjo juga dilakukan kepada para pedagang pasar, pedagang kaki lima, toko-
toko modern, dan hotel-hotel terkait Perda tentang pengelolaan sampah yang 
dimana menerangkan keharusan untuk menyediakan tempat sampah minimal dua 
jenis, upaya tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat tentang Perda yang telah ditetapkan. Masyarakat memiliki kewajiban 
dan tanggung jawab terkait pengelolaan sampah. Mekanisme yang dilakukan 
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DLH Kabupaten Sukoharjo untuk mengedarkan surat yaitu melalui pemerintah 
kecamatan terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
“Dalam upaya menyadarkan masyarakat kami juga memberikan surat 
edaran yang berisi himbauan untuk menyediakan tempat sampah minimal 
dua, untuk membedakan antara sampah organik dan non organik. Hal ini 
sangat membantu dalam upaya meminimalisir pencemaran 
lingkungan”(Wawancara dengan Harjanti, 16 Mei 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian mengenai strategi komunikasi Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo dalam mensosialisasikan undang-undang 
perda nomor 16 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Maka sesuai dengan 
rumusan masalah , teori-teori yang digunakan, dan analisis data yang diperoleh, 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Strategi komunikasi yang digunakan DLH Kabupaten Sukoharjo dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Perda Nomor 16 Tahun 2011  Tentang 
Pengelolaan Sampah yaitu dengan sosialisasi langsung ke pabrik atau industri di 
wilayah Kabupaten Sukoharjo dan untuk sosialisai ke masayarakat luas dengan 
menggunakan plangkat-plangkat, baleho, spanduk dan surat edaran ke pihak-
pihak terkait . Adapun sasaran dalam sosialisasi yang dilakukan DLH adalah 
seluruh pabrik atau industri  yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo 
khususnya, dan pada umumnya kepada seluruh element masyarakat. Dalam 
sosialiasi tersebut diharapkan pihak pabrik atau industri dan juga seluruh 
masyarakat Sukoharjo mengerti, memahami, dan mematuhi tentang adanya 
Undang-undang Perda Tentang Pengelolaan Sampah. 
Dilihat dari proses komunikasi primer, sosialisasi yang telah dilakukan oleh DLH 
Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan sosialisasi langsung ke pabrik-pabrik yang 
mengalami permasalahan dalam pengelolaan limbah dan juga sosialisasi ke 
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sekolah-sekolah dengan melalui progam Adiwiyata. Sedangkan dari proses 
komunikasi sekunder, sosialisasi yang telah dilakukan yaitu dengan memasang 
plangkat dan sepanduk yang berisikan terkait isi Perda dan juga himbauan untuk 
tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu surat edaran terkait pembuatan 
tempat sampah dua buah yaitu tempat sampah organik dan non organik yang 
ditujukan kepada pihak-pihak terkait, upaya tersebut bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang Perda yang telah ditetapkan. Masyarakat 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab terkait pengelolaan sampah. Mekanisme 
yang dilakukan DLH Kabupaten Sukoharjo untuk mengedarkan surat yaitu 
melalui pemerintah kecamatan terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada 
pihak-pihak yang bersangkutan. 
B. Saran 
Bagi pihak DLH Kabupaten Sukoharjo supaya lebih memaksimalkan 
strategi yang akan digunakan saat sosialisasi, khususnya dalam sosialisasi masalah 
Undang-undang Perda tentang pengelolaan sampah dikarenakan sangat penting 
mengingat untuk saat ini sudah banyak tumpukan-tumpukan sampah yang tidak 
pada semestinya dan itu bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak DLH 
Kabupaten Sukoharjo belum mengena ke masyarakat. Untuk itu, progam 
sosialisasi ke masyarakat seharusnya dilakukan sesering mungkin. Pihak DLH 
Kabupaten Sukoharjo juga perlu melakukan sosialisasi melalui media online 
seperti Facebook, twitter, youtube dan media online yang lain mengingat untuk 
dimasa saat ini mungkin proses sosialisasi lebih bisa mengena ke seluruh element 
masyarakat. Selain itu pihak DLH Kabupaten Sukoharjo juga perlu menjalin kerja 
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sama dengan pihak-pihak baik itu media massa maupun media cetak sehingga 
proses sosialisasi bisa lebih maksimal. 
Selain itu pihak DLH Kabupaten Sukoharjo diharapkan untuk lebih 
meningkatkan SDM, karena hal ini merupakan salah satu penghambat dalam 
proses sosialisasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Sukoharjo, sehingga 
sosialisasi bisa dikatakan belum bisa merata ke seluruh masyarakat sebab 
penduduknya yang tersebar luas dan letak daerahnya yang tidak merata. Oleh 
karena itu pihak DLH Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan sumber daya 
manusia supaya proses sosialisasi bisa menjangkau ke masyarakat yang berada di 
daerah-daerah terpencil. 
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